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M Pertambangan

Pemerintah Bentuk Tim Due Diligence untuk

Jakarta, NERACA

Pemerintah telah membentuk
tim due diligence (pengkajian me-
nyeluruh) guna menentukan ke-
laikan para investor yang akan
membeli saham dalam program
divestasi 51% saham PT Kaltim
Prima Coal (KPC).

“Tim due diligence ini sudah
dibentuk dan disahkan oleh Men-
ko Perekonomian. Jadi, due dili-
genceinisudah bisa berjalan mulai
sekarang,” kata Sekjen Departe-
men Energi dan Sumberdaya Mi-
neral (ESDM), Djoko Darmono di
Jakarta, Jumat (30/8).

Tim due diligence itu, diketuai
pejabat kementerian perekono-
mian. Sementara wakil tim itu dari
DESDM, sedangkan anggotanya
dari Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Kalimantan Timur, Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) Kutai
Timur, dan penasehat pemerintah
di bidang keuangan.

Diakui, Pemprov Kaltim dan

"Pemkab Kutai Timur belum mem-
"berikan konfirmasinya untuk

* duduk sebagai salah satu anggota

‘tim due diligence ini. “Karena me-

reka tidak pernah datang kalau

.diajak rapat. Namun kita pastikan

bahwa tim due diligence ini harus

Jalan terus, karena divestasi 51%

saham KPC harus tuntas tahun
ini,” kata Djoko dikutip Lippostar.

Sementara itu, menjawab ten-
tang desakan Pemkab Kutai Timur
dan Pemprov Kaltim agar dibentuk
konsorsium untuk menghimpun
investor yang yang akan membeli
KPC, Djoko menyatakan pemerin-
tah tidak berminat untuk mem-
bentuk konsorsium itu.

“Konsorsium tidak bisa dipak-
sakan, pemerintah tidak bisa men-
desain konsorsium. Kalau akan
terjadi konsorsium biarlah berja-
lan secara alamiah. Pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah
tidak usah mendesainnya. Jadi,
tidak dibikin oleh pemerintah,”
katanya.

Demikian juga terhadap per-
mintahan Pemprov Kaltim dan
Pemkab Kutai Timur, yang meng-
inginkan bagian saham daerah
lebih besar dari yang sudah dipu-
tuskan pemerintah, yakni 31%
untuk Pemerintah Daerah dan 20%
untuk Pemerintah Pusat, dia me-
nyatakan soal itu sudah final.

“Kita harus hargai keputusan
yangtelah dibuat pemerintah, yak-
ni 31% saham untuk pemerintah
daerah dan 20% saham untuk pu-
sat, saya kira itu adil,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Djoko

jugamembatah tuduhan sejumlah
pejabat Pemkab Kutai Timur dan
Pemprov Kaltim, yang menyata-
kan sejumlah pejabat DESDM me-
miliki agenda sendiri dalam kasus
divestasi 51% saham KPC.

“Saya yakin seyakin-yakinnya,
tidak ada’itu. Kita bermain dalam
koridor pemerintah. Dari menteri
sampai bawah tidak ada yang ber-
main,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pem-
da Kalimantan Timur (Kaltim) —
baik Pemda Provinsi maupun Pem-
da Kabupaten Kutai Timur, dan
calon mitra bisnisnya — belum
akan merespons permintaan
DESDM untuk melakukan due
diligence dalam kaitan untuk
membeli saham divestasi PT Kal-
tim Prima Coal (KPC). Pasalnya,
selain masalah due diligence tidak
diatur dalam Perjanjian Kontrak
Pengusahaan Pertambangan Batu-
bara (PKP2B), juga permintaan
ini dinilai tidak {azim karena pe-
nilaian itu dilakukan terhadap diri
sendiri.

“Bagaimana mungkin penilaian
bisaberlangsung obyektifjikakita
yang melakukan sendiri penilaian
itu. Saya kira ini tidak masuk di
akal dan terlampau mengada-ada.
Logikanya, kalau kitamau obyektif

"‘Ws\‘ﬂm:\g

untuk menilai diri kita sendir:
pihak lainlah yang melakukannyz
bukan kita,” kata Sekretaris Pemd
Provinsi Kaltim, Syaiful Teten;
menjawab pertanyaan Neraca, saa
ditemuidi Hotel Aryaduta, Jakart
belum lama ini. Dia bersama se
jumlah pejabat Pemda Provinsida
DPRD Provinsi Kaltim, tengah me
lakukan rapat, dan kabarnya aka
melakukan pertemuan denga
b%)lgrapa pejabat pemerintah da
DPR. '

Menurut Teteng, pihakny

justru akan mengusulkan kepad

pemerintah c.q. Departemen Ene;
gi dan Sumber Daya Miner:
(DESDM) agar Pemda Kaltir
diizinkah terlebih dulu melakuka
due diligence terhadap “isi peruf
PT Kaltim Prima Coal (KPC
Pasalnya, sebagai calon pembel
Pemda jelas memperoleh jata
kuota walaupun masih harus din¢
gosiasikan.

“Ibarat Anda membeli sebua
mobil, masa yan%di-due diligenc
kita sebagai ﬁm eli. Keliru don;
Seharusnya kitalah sebagai pen
beli yang melakukan due diligen:
kepada penjual untuk melih:
apakah spec mobil yang ditawarka
itu sesuai deni yang diprom
sikan atau tidak,” katanya. (2)
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JAKARTA (Media): Pemerintah membentuk tim due
diligence untuk menentukan kelaikan para investor
yang akan membeli saham dalam program divestasi

51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Tim uji tuntas itu sudah dibentuk dan disahkan
Menko Perekonomian, Kamis (29/8).

“Jadi proses due diligence su-
dah bisa berjalan mulai seka-
rang,” ungkap Sekjen Departe-
men Energi dan Sumber Daya
Mineral (DESDM) Djoko Dar-
mono, di Jakarta, kemarin.

Tim due diligence diketuai pe-
jabat Kementerian Perekonomi-
an, sementara wakilnya dari De-
pertemen ESDM. Anggotanya
dari Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Kalimantan Timur, Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) Ku-
tai Timur, dan penasihat peme-
rintah di bidang keuangan.

Tetapi, menurut Djoko, Pem-
prov Kaltim dan Pemkab Kutai
Timur hingga hari ini belum
memberikan konfirmasinya un-
tuk duduk sebagai salah satu
anggota tim uji tuntas tersebut.
Meski tim dari daerah tidak per-
nah datang meski sudah diun-
dang, dia memastikan proses
pengujian terhadap para peminat
51% saham KPC tersebut harus
jalan terus. Karena menurut dia,
proses divestasi saham yang su-
dah tertunda sejak 1996 itu harus
selesai tahun ini.

Soal desakan Pemkab Kutai
Timur dan Pemprov Kaltim agar
dibentuk konsorsium untuk
menghimpun investor yang akan
membeli saham KPC itu, Djoko
menyatakan pemerintah tidak
berminat membentuk atau men-
desain konsorsium itu. Menurut
dia, konsorsium seperti yang di-
inginkan pihak daerah itu tidak
bisa dipaksakan karena pemerin-
tah tidak bisa mendesain konsor-
sium. “Kalau akan terjadi konsor-
sium, biarlah berjalan alamiah.
Pemerintah pusat maupun daer-
ah tidak usah mendesainnya.”

Djoko juga menegaskan pu-
tusan pemerintah pusat yang
membagi 51% (jika proses dives-
tasi selesai)—untuk daerah 31%
dan pusat 20%—merupakan ke-
putusan final dan tidak bisa dita-
war lagi. Menurut dia, itu sudah
putusan yang adil, dan karena-
nya harus dihargai.

Dalam kesempatan itu, Djoko
juga membatah tuduhan sejum-
lah pejabat Pemkab Kutai Timur
dan Pemprov Kaltim yang me-
nyatakan pejabat DESDM memi-
liki agenda sendiri dalam kasus
divestasi 51 saham KPC itu.

Kemenangan Merah Putih

Kepada Media yang menghu-
bunginya kemarin malam, Bu-
pati Kutai Timur Awang Faroek
Ishak mengaku memang tidak
berminat menghadiri undangan
pembentukan tim due diligence
itu. Karena, dalam penilaiannya,
pembentukan tim yang melibat-
kan aparat birokrat atau tim lin-
tas sektoral tidak sesuai dengan

semangat transparansi.

“Kami menginginkan yang ter-
libat dalam tim uji tuntas pena-
war saham itu dari kalangan pro-
fesional dan netral. Kalau biro-
krasi yang mengurusi soal itu, bi-
sa tidak kena sasaran dalam upa-
ya mencari pembeli yang sesuai
dengan harapan kita bersama,”
katanya.

Soal siapa saja anggota tim due
diligence itu, menurut Awang, bi-
sa dicari bersama-sama oleh pe-
merintah pusat, provinsi, dan ka-
bupaten. Kalau perlu ketiga pi-
hak tersebut sama-sama me-
nanggung biayanya demi mem-
peroleh penawar berkualitas dan
memiliki dana yang cukup untuk

meneruskan operasional KPC
tersebut.

Awang kembali menyatakan
keheranannya terhadap keeng-
ganan pemerintah pusat terha-
dap pembentukan konsorsium
pusat-provinsi-kabupaten itu.
Dengan konsorsium seperti itu,
kata dia, yang penting proses di-
vestasi 51% saham KPC itu sele-
sai, dan kemenangan ada pada
‘Merah Putih’.

“Yang penting kan proses di-
vestasinya selesai dan saham ma-
yoritas dipegang pihak Indone-
sia, ‘Merah Putih’. Daerah Kutai
Timur dan Kalimantan Timur ju-
ga kan bagian dari Indonesia, ke-
napa pusat mesti keberatan de-
ngan konsorsium,” kata bekas
Ketua Komisi II DPR itu.

Lagi pula, menurut Awang,
kalau sudah mayoritas setidakn-
ya pihak Indonesia, atau Merah
Putih bisa mengontrol operasio-
nal KPC. Kontrol tersebut diper-
lukan karena sejauh ini dia mera-
sa KPC belum berbuat banyak
untuk daerah. Gelimangan dolar
di pertambangan batu bara yang
terletak di Sangatta, Kutai Timur
itu, kata dia, hanya dinikmati pe-
milik saham mayoritas (Rio Tin-
to dan British Petroleum), dan
karyawan.

Dalam laporan penelitian Anal-
isis Dampak Ekonomi KPC yang
dikerjakan Lembaga Penyelidik-
an Ekonomi dan Masyarakat, Fa-
kultas Ekonomi Universitas In-
donesia disebutkan, KPC dan ke-
giatan pertambangan batu bara
lainnya memberikan kontribusi
tidak kurang dari 70% dari total

PDRB Kutai Timur. (Lihat tabel).

Apa pun, Awang menyebutkan
meski menguasai saham mayori-
tas kelak, pihaknya tetap akan
mengedepankan profesionalis-
me. Menurut dia, siapa pun, ka-
lau memang berkualitas akan te-
tap dipertahankan dalam penge-
lolaan manajemen sehari-hari.

(Why/Naz/E-2)
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Pemerintah Bentuk
Tim Uji Tuntas KPC
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Ginandjar Membantah Telah Berikan
Persetujuan atas TAC Ustraindo

ikarta, NERACA

Menteri Pertambangan dan
nergi periode 1988-1993, Ginan-
jar Kartasasmita membantah
AC (Technical Assistance Con-
act) PT Ustraindo dilakukan atas
ersetujuan dirinya. “Yang benar
dalah persetujuannya dilakukan
leh Pertamina. Dan sebagai
1entamben waktu itu, saya hanya
1endapat disposisi dari presiden,
an bukan saya yang memutus-
an,” tegas Ginandjar dalam pen-
:lasannyadi]Jakarta, kemarin, me-
anggapi pemberitaan mediamas-
a yang seolah-olah kontrak TAC
Jstraindo Petro Gas (UPG) hanya
isetujui dirinya seperti dilansir
apuspenkum Kejaksaan Agung.

Menurut Ginandjar, apa yang

isampaikan juru bicara Kejaksaan
\gung itu tidak sesuai dengan apa
ang disampaikan mantan Men-
esneg Moerdiono ketika bekas
ekan sejawatnya itu diminta kon-
irmasinya. “Saya mencek kepada
’ak Moerdiono apakah beliau
nengungkapkan hal itu, ternyata
awabannyatidak,” kata Ginandjar.

Dia menambahkan, kepada di-
inya Moerdiono mengatakan bah-
va semua pernyataannya itu tere-
tam dalam berita acara pemerik-
saan (BAP).“Makanya, sayakaget
w0k Kapuspenkum Kejaksaan
Agung menginformasikan hal
ain,” katanya.

Menurut Ginandjar, dirinya bu-
<an membela diri tentang peran
DKPP (Dewan Komisaris Peme-
rintah untuk Pertamina) yang dise-
but-sebut tidak memberi persetu-
juan atas kontrak TAC antara Per-
tamina dengan PT UPG. Dia meni-
lai ada hal-hal yang tidak dipahami
mengenai implementasi UU No.
8/1971 tentang Pertamina.

Mantan Menko Ekuin ini
menambahkan, ketentuan Pasal 17
UU No. 8/1971 soal DKPP yang
beranggotakan menterikeuangan,
menterisekretaris negara, menteri
negara Perencanaan Pembangun-
an Nasional/ketua Bappenas, ser-
ta menteri pertambangan dan
energi menyangkut masalah kebi-
jakan sepihak adalah tidak benar.

Menurut Ginandjar, dalam
pasal tersebut rapat DKPP hanya
bisa diselenggarakan satu kali
dalam setahun. Itu pun, lanjutnya,
hanya untuk membahas laporan
tahunan direksi.

Sementara persetujuan kerjasa-
ma dengan pihak swasta dalam

rangka Production Sharing Con-
tract (PSC), Joint Operating Body
(JOB), atau TAC yang jumlahnya
puluhan sejak UU ini ada, tidak di-
bahas dalamrapat DKPPtersebut.
“Demikian pula dengan TAC dan
PT Ustraindoini, semula memang
ada rencana untuk mengadakan
rapat DKPP karena ada penem-
patan dana Rp 5 milliar. Namun,
rencana tersebut dibatalkan dan
Pertamina menangani rencana
tersebut seperti halnya kerjasama
yang lain,” tuturnya.

DKPP sejak awal sudah me-
ngetahui kontrak TAC karena di-
beri tahu oleh presiden, yang saat
itu dijabat oleh Soeharto. “Perse-
tujuannya adalah Pertamina, seba-
gai mentamben saya hanya men-
dapat disposisi dari presiden dan
bukan saya yang memutuskan,”
tegasnya lagi.

Menurut dia, kepala negara
sangat menaruh perhatian dengan
proyek TAC ini, karena ada for-
mat soal lapangan-lapangan yang
berproduksiyang mempekerjakan
ribuan karyawan yang lantas di-
perintahkan kepada Pertamina
untuk dikerjasamakan. Sejak awal
presiden memang menaruh minat
yang besar pada konsep TAC ini.
“Karena ingin membantu untuk
meringankan beban Pertamina.”

Dia menjelaskan, pertanyaan
yang sebenarnya selalu ditanya-
kan adalah menyangkut masalah
lapangan yang diberikan dalam
kontrak tersebut. Menurut Ginan-
djar, pemberian lapangan-lapang-
an tersebutadalah keputusan pre-
siden. “Alasan presiden supaya
Pertamina efisien,” katanya.

Seperti diketahui, dalam TAC
ini kerugian negara diperkirakan
mencapai USS 23,3 juta. Kasus ini
menyeret empat orang tersangka,
masing-masing Ginandjar Karta-
sasmita, Praptono Tjitrohupoyo,
mantan direktur utama Pertamina
Faisal Abda’oe, dan mantan men-
teri pertambangan Ida Bagus Su-
djana. Faisal meninggal pada 19
Juni2002, disusul Sudjana pada 19
Agustus 2002. Ginandjar rencana-
nya akan diperiksa sebagai ter-
sangka dalam kasus TAC pada 2
September mendatang.

Ungkapkan Korupsi o

gebelumnya, anggota Komisi
VIII DPR yang juga anggota
Pansus Pertamina DPR, Priyo Budi
Santoso mengharapkan kasus

TAC (Technical Assistance Con-
tract) Pertamina-Ustraindo dapat
menjadi entry point bagi pengung-
kapan korupsiyang dilakukan oleh
pejabat Pertamina pada masa itu,
khususnya dibagian Eksplorasi
dan produksi (EP).

Menurut dia, setelah mende-
ngar berbagai keterangan yang
diberikan berbagai sumber yang
diundang secara resmi oleh Pan-
sus Pertamina, biaya produksi di
empat lapangan minyak, masing-
masing Bunyu, Jatibarang, Prabu-
mulih dan Pendopo terinci atas
USS 35/barel untuk Bunyu, USS
17/barel untuk Jatibarang dan Pra-
bumulih serta USS 25/bareluntuk
Pendopo. Setelah diadakan kon-
trak TAC, di mana Pertamina
mengalihkan semuakaryawannya
kepada investor di tiga lapangan
minyak — tidak termasuk Jati-
barang, biaya produksinya hanya
USS 4/barel.

“Jadi yang perlu diungkap ada-
lah kenapa biaya operasi Perta-
mina sangat tidak efisien, lantas
kenapa setelah ada kontrak TAC
di mana Pertamina mengalihkan
semua karyawannya, diperoleh
biaya produksi lebih murah. Pasti
ini ada apa-apanya,” kata Priyo.

Untuk itu, dia sangat berharap
masalah inefisiensi dalam penge-
lolaan lapangan minyak tersebut
juga menjadi perhatian dari pihak
penyidik Kejagung. Kejagungjuga
diminta agar memanggil seluruh
pejabat terkait, dan biladitemukan
ada penyalahgunaan wewenang
langsung diproses sesuai hukum
sampai tuntas. Sebaliknya, kata
Priyo, bila tidak, sebaiknya Keja-
gung membersihkan nama-nama
orang-orang tersebut.

Dari pantauan sementara dan
keterangan dari berbagai sumber
tersebut, ujar Priyo, kontrak TAC
Pertamina Ustraindo sangatmeng-
untungkan pemerintah, dalam hal
ini Pertamina. Tapi, sebaiknya pi-
hak penyidik bisa menggali lebih
dalam soal tersebut, sebab dirinya
tidak ingin membuat publik opini
yang mengganggu tugas penyidik.

Selain itu, dia juga membenar-
kan bahwa mantan Menteri Per-
tambangan Dan Energi (1988-
1993) Ginandjar Kartasasmita
pernah menjelaskan soal TAC
kepada Pansus. )

Di Pansus, Ginandjar menje-
laskan soal Perta Oil dan Pipa
Tanpa Kampuh, sesuaiyang dimin-

WA TRy
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ta Pansus, tapi Ginandjar juga
menjelaskan soal Balongan dan
TAC Pertamina. Penjelasannya
sangat lengkap sekali dan sampai
saat ini memang Pansus belum
memberikan kesimpulan.

Ginandjarjuga meluruskan per-
nyataan Ketua Pansus Pertamina
DPR Emir Moeis yang mengata-
kan semua kasus KKN yang di-
bahas Pansus Pertamina DPR me-
nempatkan dirinya sebagai ter-
sangka.

“Tidak benar, bahwa saya dija-
dikan tersangka di semua kasus
yang dibahas dalam Pansus seperti
yang dituturkan Pak Emir Moeis.
Bahwa saya dijadikan tersangka
pada kasus TAC Pertamina-Ustra-
indo itu benar, karena saya diang-
gap terlibat dalam perubahan
(amandemen) kontrak, padahal
perubahan kontrak tersebut di-
lakukan setelah saya tidak men-
jabat Mentamben lagi,” tegas
Ginandjar.

Menurutdia, penetapan dirinya
sebagai tersangka dalam kasus
tersebut tidak lebih karena alasan
politis mengingat kontrak TAC
tersebut sangat menguntungkan
pemerintah, dalam hal ini Per-
tamina. Kontrak TAC pra aman-
demen, menurut dia, sangat meng-
untungkan bagi negara karena
Pertamina hanya mengeluarkan
biayayangjauhlebihsedikituntuk
memperoleh volume minyak yang
sama, berdasarkan kontrak TAC,
dibanding sebelumnya, yaitu saat
masih memproduksi sendiri.

“Hal itu sudah saya jelaskan
semua kepada Pansus Pertamina,
sampaisayatanyaapakahadayang
kurang jelas dari anggota Pansus
mengenai penjelasan saya terse-
but,” katanya.

Ginandjar sangat kecewa ter-
hadap pemberitaan salah satu
media cetak ibu kota yang menye-
but dirinya sebagai tersangka da-
lam semua kasus KKN Pertamina
yang dilakukan tanpa melakukan
check and recheck mengenai infor-
masi yang telah menyudutkan
dirinya tersebut.

Menurutdia, konsep kerjasama
TAC dikembangkan untuk lapa-
ngan minyak yang sudah tidak ber-
produksi lagi atau produksinyasu-
dah menurun dantidak ekonomis,
tetapi dengan penerapan tekno-
logi maju masih-memiliki potensi
menguntungkan untuk dieks-
plorasi lagi. (31r
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PT International Nickel Tbk. (INCO) dalam rapat
umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) kemarin, mengangkat
Peter C. Jones sebagai presiden komisaris menggantikan Scott M.
Handyang mengundurkan diri sehubungan dengan jabatan barunya
sebagai chairman dan chief executive officer Inco Limited —induk
perusahaan INCO—. b

Selain posisi presiden komisaris, RUPSLB juga mengangkat
Rumengan Musu sebagai wakil presiden komisaris dan untuk
jajaran direksidiangkat James K. Gowans dan Ciho D. Bangun.(ike)

SR

2



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

GUNTINGAN BERITA

HARIAN/MAJALA/BULETIN/KANTOR BERITA
SUARRA KARVA

<ODE DOK
v

~ HALAMAN WlfAN(,GAI

T - 8§ -2p02

- RUPSLB Inco Pilih Preskom Baru

JAKARTA (Suara Karya) Rapal
Umum  Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) PT International
Nickel Indonesia Tbk (Inco) meng-
angkat Peter C Jones sebagai presi-
den komisaris (Preskom) dan
Rumengan Musu sebagai wakil pre-
siden komisaris. Sementara itu,
James K Gowans dan Ciho D Ba-
ngun terpilih sebagai direktur Inco.

Manajemen Inco dalam kete-
rangan pers yang diterima Suara
Karya kemarin mengungkapkan
bahwa Jones diangkat sebagai pre-
siden komisaris guna mengisi
jabatan yang kosong karena Scott
M Hand mengundurkan diri, karena
memangku jabatan baru sebagai
Chaieman dan Chief Executive

Officer Inco Limited — indusk '

perusahaan Inco.

Sementara itu, Rumengan Musu
yang selama ini menjadi Presiden
Direktur Inco hingga April 2002,
memberikan jabatannya karena
memasuki masa pensiun. Saat ini
Musu menjabat sebagai konsullan
Inco Limited.

Wakil Presiden Direktur Senior
Inco, Gowans, adalah praktisi yang
memiliki pengalami di bidang per-
tambangan selama lebih dari 25
tahun. Terakhir Gowans bekerja di
Placer Dome Inc, Kanada.

lnco adalah perusahaap publik
yang tercatat di BEJ dengan kode

perdagangan INCO. Pada tahun lalu
saham emiten ini juga diperda-
gangkan. di Bursa Efek Surabaya
(BES). Namun .pertengahan tahun
lalu manajemen memutuskan untuk

" tidak lagi terdaftar di BES karena

menilai bursa itu tidak menjanjikan
keuntungan.

Setidaknya dua hal menjadi
alasan Inco untuk tak lagi menjadi
anggota bursa Surabaya yaitu volu-
me transaksi perdagangan saham
Indo di BES cenderung mengecil
sejak beberapa tahun terakhit —
pada 1999 hanya 8.000 saham dan
pada tahun 2000 tidak ada sama
sekali. Alasan lain berkaitan dengan
ketentuan yang mengharuskan Inco
mencatatkan seluruh saham. Itu
akan menaikkan biaya pencatatan
yang harus dibayar Inco setiap
tahun. Padahal Inco justru sedang
melakukan  konsoljdasi  guna
meningkatkan kinerja keuangan.
Karena itu, setelah mendapat perse-
tujuan pemegang saham pada
RUPS S April 2001, Inco mengi-
rimkan permohonan delisting kepa-
da BES yang kemudian disetuju.

Sementara itu, beberapa waktu
lalu Inco berencana mengubah
kebijakan dividen. Ini dilakukan

untuk mengantisipasi kemungkinan
perusahaan tidak dapat mem-
bagikan dividen tahun depan. Tahun
ini Inco tidak membagikan dividen
untuk kinerja tahun 2001, yang
berarti empat kali berturut-turut
pengelola penambangan nikel ini
tidak membagikan dividen setelah
pembagian terakhir dilakukan tahun
1997 sebesar 0,05 dolar AS per
saham.

Menurut manajemen Inco kebi-
jakan dividen perseroan tidak
berdasarkan pada besarnya laba
bersih yang diperoleh. Pertimban-
gan pemberian dividen diberikan
mengacu pada berapa besar modal
yang ada dan setelah mempertim-
bangkan kewajiban membayar
utang.

Tidak dibagikannya dividen ‘atas
kinerja tahun 200!, disebabkab
penurunan yang tajam pada laba
bersih. Pada tahun lalu laba bersih
Inco turun menjadi 9,3 juta dolar
AS dibanding periode sama tahun
sebelumnya senilai 80,5 juta dolar
AS. Belum lagi besar utang akibat
ckspansi yang nilainya masih sebe-
sar 346 juta dolar AS.

Utang Inco melonjak tajam sejak
tahun 1999 menyusul rampungnya
perluasan kapasitas hingga 150 juta
pon nikel per tahun. Dengan utang

W

A AR,

mendekati 500 juta dolar AS saat
ini, kewajiban yang harus dibayar
tahun lalu mencapai 77 juta dolar
AS dan bunganya s¢kitar 28 juta
dolar AS. Utang ini sendiri harus
dapat dilunasi pada triwulan perta-
ma tahun 2006.

Namun saat disinggung menge-
nai kinerja tahun 2002, Hodkin
memperkirakan sedikit menurun
dibanding tahun 2001. Produksi
yang tadinya mencapai 147 juta pon
hanya akan menjadi 130 juta pon
Ini terjadi menyusul adanya per-
baikan salah satu tanur listrik yang
akan dilakukan pada - triwulan
keempat 2002.

Hanya saja yang menjadi harapan
besar manajemen INCO adalah ter-
jadinya peningkatan harga nikel
dunia yang akhir tahun lalu hanya
2,84 dolar AS per pon, dan sempat
di bawah 2 dolar As per pon tahun
lalu. Namun pelan lalu telah menca-
pai 3 dolar AS per pon.

Penurunan harga ini, disebabkan
oleh turunnya permintaan nikel
dunia hingga 3,2 persen akibat
buruknya perekopomian dunia
tahun lalu. Namun dia optimis
tahun ini akan terjadi peningkatan
permintaan sekitar 7 persen, yang
tentunya akan menaikkan harga jual
di pasar dunia. (D-4)
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Pertamina Jateng diserbu massa

SEMARANG (Bisnis): Ratusan massa yang bergabung dalam
Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Hu-
manika) Jawa Tengah ramai-ramai mendatangi kantor Pertamina
UPDN IV Jateng dan DIY menuntut pejabat BUMN itu mundur,
menyusulterjadinya kelangkaan BBM jenis solar yang terus ber-
lanjut. )

Massa melakukan aksi demo di kantor Petamina UPDN IV
dikawasan JL Thamrin, mereka menggelar orasi mendesak peja-
bat BUMN itu mundur karena diduga terlibat ikut mendalangi
dalam mafia kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar
di wilayahnya.

Dalam orasinya kemarin, Korlap Humanika Jateng, Hendy
Setyo Nugroho mendesak agar pejabat dan seluruh staf Pertamina
Jateng tersebut diganti dengan segera karena diduga terlibat
langsung dalam mafia kelangkaan BBM yang dikhawatirkan

akan berdampak luas dan menghambat roda perekonomian di
Jateng dan DIY. (rsj)
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Harga timah Malaysia melemah

KUALA LUMPUR (Reuters) : Harga spot timah Malaysia
turun $20 per ton menjadi $3.855 pada penutupan hari Kamis,
mengikuti penurunan harga yang terjadi di London Metal Ex-
change (LME) yang tidak bergairah sejak musim panas lalu,
ungkap pada pedagang.

"Tekanan jual meningkat sore ini setelah harga timah menu-
run di LME tadi malam. Disana tidak ada pembicaraan menge-
nai harga lokal Malaysia", ujar seorang pedagang di Malaysia.

Para agen mencatat penawaran sejumlah 36 ton pada saat
pembukaan pasar timah di Kuala Lumpur, sedangkan penawaran
berikutnya jadi berlipat dua. 85 ton

Pada saat penutupan jumlah penawaran mencapai 80 ton, (
meningkat dari 69 ton pada hari Rabu ketika harga spot timah
mencapai $3.875 per ton, meningkat sekitar $25 per ton. Para
pembelinya berasal dari Eropa dan Malaysia sendiri. (*)
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